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Abstract: Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di kawasan perdesaan,
karena itu upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa membutuhkan langkah tepat dan sesuai kebutuhan.
Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yaitu
mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata melalui penyediaan
infrastruktur sesuai kebutuhan untuk percepatan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis perdesaan sangat
dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara,
mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
pembangunan antar wilayah. Prioritas PKM berbasis SDGs pada

pengembangan  perdesaan  (rural  based  development)  melalui
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.
Penyusunan program pembangunan desa selama ini dilakukan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun saat
Musrenbang kadang masih didominasi oleh kebijakan dari kepala daerah,
hasil reses anggota dewan, kunjungan anggota dewan, maupun program-
program usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini
mengakibatkan munculnya kecemburuan di tingkat pemerintahan desa.
Kegiatan pengabdian pemberdayaan masyarakat desa menuju SDGs
Desa Berbasis Infrastruktur berlokasi di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Metode pelibatan
masyarakat dengan pendekatan participatory planning. Melalui SDGs
desa ini diterapkan participatory planning membangun desa yang
mengadopsi kearifan lokal.
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PENDAHULUAN

Masyarakat pada dasarnya adalah aktor yang menjadi subyek sekaligus obyek di
dalam pembangunan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di kawasan
pedesaan. Untuk itu pembangunan yang berbasis pedesaan sangat dibutuhkan untuk
memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan
mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan wilayah yang
optimal memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karenanya peran serta masyarakat
secara aktif di dalam perencanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting untuk
terciptanya pembangunan yang sesuai dengan karakteristik suatu wilayah (Harfis, 2019;
Henry, 2014). Pembangunan partisipatif menjadi kunci utama dalam pembangunan yang
sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat (Novian dan
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Machdum, 2020; Singgalen dan Kudubun, 2017). Kawasan pedesaan menjadi kawasan
yang sangat penting untuk mendukung terjadinya keseimbangan pembangunan di semua
wilayah. Pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya jumlah penduduk
perkotaan yang semakin tinggi menjadi alasan mengapa kawasan perdesaan harus
diperkuat sehingga dapat berperan sebagai kawasan hinterland. Untuk itu diperlukan
pengembangan pedesaan (rural based development) melalui pemberdayaan masyarakat
desa.

Masyarakat desa saat ini mempunyai permasalahan yang semakin kompleks
sehingga membutuhkan pelayanan yang semakin baik dan terpadu. Beberapa
permasalahan pembangunan yaitu: kemiskinan, pengangguran, stunting (gizi buruk),
ketimpangan sosial, pertambahan jumlah penduduk, partisipasi dalam pendidikan, akses
informasi dan komunikasi. Aspek-aspek tersebut menjadi permasalahan pembangunan
karena menjadi penghambat proses pengembangan dan peningkatan kualitas sumber
daya yang pada akhirnya akan menjadi beban dalam proses pembangunan
(Hendrastomo dan Januarti, 2024). Oleh karenanya diperlukan pengenalan kondisi diri
yang benar-benar dihadapi dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat
(Siar, 2015). Bertolak dari kondisi ini maka sangat dibutuhkan pengidentifikasian
karakteristik dasar desa yang berkonsentrasi pada potensi dan permasalahan desa baik
pada aspek fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Aksesibilitas yang baik
dan posisi kawasan pedesaan strategis karena pertumbuhan kawasan perkotaan dan
tingginya migrasi ke kawasan perkotaan. Untuk itu pembangunan pedesaan harus
mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi
masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha
pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, dan sektor kelembagaan desa.

Penyusunan program pembangunan desa selama ini dilakukan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun saat Musrenbang
kadang masih didominasi oleh kebijakan dari kepala daerah, hasil reses anggota dewan,
dan kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun juga
program-program usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hal ini
yang mengakibatkan munculnya kecemburuan dan akumulasi kekecewaan di tingkat
pemerintahan desa yang sudah berupaya memenuhi kewajiban mereka dalam menyusun
rencana program tetapi realisasinya masih minimum. Untuk itu diperlukan kajian
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan di wilayah
pedesaan dan sekaligus untuk mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs)
Desa.

Secara geografis dan administratif Desa Pogalan adalah salah satu desa di
Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Posisi Desa Pogalan
terletak di bagian wilayah Timur Kabupaten Magelang berbatasan langsung dengan
sebelah selatan adalah Kecamatan Sawangan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa
Daleman Kidul Kecamatan Pakis, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ketundan
Kecamatan Pakis, serta di sebelah timur berbatasan dengan Gunung Merbabu dan Desa
Wulunggunung Kecamatan Sawangan. Lahan di Desa Pogalan hampir sebagian berupa
lahan pertanian dan hutan taman nasional. Luas wilayah Desa Pogalan yaitu: kawasan
pemukiman sebesar 105 ha, ladang/tegalan sebesar 850 ha, hutan sebesar 7 ha, jumlah
keseluruhan sebesar 962 ha. Jumlah dusun sebanyak 13 yaitu: Dusun Gerenden, Dusun
Pujutan, Dusun Derpan, Dusun Keditan, Dusun Kekokan, Dusun Gandan, Dusun
Kragilan, Dusun Sekendi, Dusun Gerdu, Dusun Kroyo, Dusun Klebutan, Dusun
Pucung, dan Dusun Diwak. Secara topografis terletak pada ketinggian 1200 meter di atas
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permukaan air laut. Peta wilayah Desa Pogalan, Kecamatan Pakis seperti ditunjukkan
pada Gambar 1 berikut ini.

— Jalan Aspal
—— | alan D [ Makadam

Gambar 1. Peta wilayah Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang

METODE PELAKSANAAN

Amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa adalah bagaimana pemerintah desa mengatur dan mengelola
potensi dan masalah yang ada di wilayahnya berdasarkan prakarsa masyarakat
(Kementerian Sekretariat Negara, 2014). Dengan demikian pemerintah desa dituntut
untuk bisa menyusun prioritas pembangunan di wilayahnya dengan mempertimbangkan
kondisi dan keadaan yang ada sehingga pembangunan yang dilakukan dan tahapan
indikasi pembangunannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut
termasuk di Desa Pogalan. Selama ini penyusunan program-program pembangunan,
baik fisik maupun non fisik, lebih banyak bersifat top down dengan pelibatan masyarakat
yang minim dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini
menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Magelang karena pembangunan yang selama ini dirasakan kurang mengakomodir
prioritas masalah dan potensi yang dimiliki. Belum efektifnya pembangunan dirasakan
terutama dalam sektor infrastruktur dan ekonomi. Salah satu yang diperkirakan menjadi
penyebab ketidaktepatan indikasi pembangunan adalah belum tersedianya identifikasi
karakteristik dasar dari Desa Pogalan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui metode participatory planning
menjadi pilihan untuk terciptanya kondisi yang diinginkan ke depan. Metode
pelaksanaan dibuat secara sistematis sehingga luaran yang ditargetkan dari kegiatan
kepada masyarakat dapat tercapai (Fadli dkk., 2020). Kebijakan, perencanaan, dan
program-program keselamatan di negara maju disusun berdasarkan sistem pangkalan
data yang telah terbangun (Sugiyanto dan Fadli, 2017) ( Sugiyanto dkk., 2021).

Menurut Mustanir dkk. (2017) pelibatan masyarakat menggunakan pendekatan
participatory planning memungkinkan masyarakat untuk dapat menilai potensi dan
masalah yang ada di sekitarnya. Dengan demikian masyarakat akan terfasilitasi untuk
merencanakan pembangunan yang sesuai untuk lingkungannya masing-masing. Langkah
ini menjadi sangat berharga jika disesuaikan dengan kebutuhan akurasi data yang tinggi
dalam menentukan rencana pembangunan sesuai untuk suatu wilayah tertentu. Untuk
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itu diperlukan suatu kajian untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh keterlibatan
masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan terhadap pembangunan yang
dilaksanakan di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah. Pemahaman dan implementasi hasil sosialisasi akan membantu meningkatkan
sumber daya manusia kelurahan maupun dalam proses pelayanan terhadap masyarakat
yang membutuhkan. Dengan sumber daya manusia yang semakin berkembang, maka
tujuan bersama akan terwujud dan dapat memperkuat identitas organisasi (Shanty dkk.,
2024).

Kegiatan pengumpulan data di lapangan meliputi survei partisipatori dan
pemetaan potensi dan permasalahan. Pemetaan yang dilakukan meliputi pemetaan aspek
fisik dan aspek non fisik. Selanjutnya dilakukan analisis dan identifikasi potensi dan
masalah pembangunan desa melalui Participatory Rural Appraisal dan Focus Group
Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun serta penyusunan program
pembangunan desa dan anggaran yang dibutuhkan. FGD dilakukan secara berjenjang,
pertama dilakukan di tingkat dusun dan selanjutnya hasil FGD di tingkat dusun dibawa
ke tingkat desa.

Tahapan perencanaan partisipatif (participatory rural appraisal) adalah sebagai
berikut:

1. Identifikasi kebutuhan lokal masyarakat di perdesaan
Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada
masyarakat untuk memperoleh karakteristik dasar masyarakat. Wawancara dilakukan
kepada warga masyarakat, ketua rukun tetangga, kepala dusun, dan perangkat desa.
2. Pengumpulan data dasar
Pengumpulan data mencakup data dasar tentang masyarakat, karakteristik
daerah, situasi sumber daya, status sosial ekonomi, kondisi sarana dan prasarana desa,
dan fakta-fakta relevan lainnya. Identifikasi potensi dan masalah pembangunan desa
dilakukan melalui participatory rural appraisal.
3. Pembentukan kelompok kerja
Pada tahap ini dilakukan pembentukan kelompok kerja yangakan melakukan
pemetaan aspek fisik dan aspek non fisik yang ada di perdesaan.
4. Perumusan tujuan
Pemutusan strategi yang akan dilakukan
Pada tahap ini diputuskan strategi yang akan dilakukan. Analisis dan identifikasi
potensi dan masalah pembangunan desa dilakukan melalui Focus Group Discussion
(FGD) atau diskusi kelompok terpumpun.
6. Pemastian kelayakan kegiatan
7. Penyiapan rencana kerja dan program kegiatan
8. Penyiapan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan

i

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Nomor 9 yaitu
mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata melalui penyediaan infrastruktur sesuai
kebutuhan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan berbasis perdesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi
perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antar wilayah. Salah satu metode yang digunakan yaitu
dengan perencanaan partisipatif adalah proses dimana masyarakat berusaha untuk
mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu dengan secara sadar mendiagnosis masalah dan
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memetakan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tenaga ahli dibutuhkan,
tetapi hanya sebagai fasilitator (Food and Agriculture Organization, 2021). Metode
pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua elemen dalam
masyarakat dan para stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan
seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang (Mustanir dan Lubis,
2017). Akan tetapi menurut Marbyanto (2018) pendekatan dan metode partisipatif dalam
perencanaan pembangunan nampaknya masih menjadi seperti retorika belaka. Kegiatan
dalam perencanaan pembangunan masih sering didominasi oleh keputusan dan
kebijakan para kepala daerah, hasil reses dan kunjungan anggota DPRD dan program-
program usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keadaan ini mengakibatkan
kecemburuan dan akumulasi kekecewaan di tingkat pemerintahan desa yang sudah
berupaya memenuhi kewajiban mereka dalam membuat rencana program tetapi
realisasinya minimum.

Penelitian tentang peran masyarakat di dalam pembangunan sudah banyak
dilakukan, terutama di negara-negara berkembang. Kristina dan Tyas (2018), Matdoan
(2015), dan juga Fadil (2013) berkonsentrasi pada bagaimana pelibatan masyarakat
dalam penataan lingkungan dengan meninjau pada bagaimana proses pelibatan
masyarakat yang dilakukan. Sedangkan Susilowati dan Moerad (2016) mengidentifikasi
bagaimana pelibatan masyarakat mengubah persepsi masyarakat terhadap pembangunan
di wilayahnya. Selanjutnya Firmansyah dkk. (2014) mengkaji partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kawasan konservasi. Midgley (1995) mengkaji pembangunan
kesejahteraan sosial. Mustanir dan Yasin (2018) menggunakan metode Transect sebagai
metode perencanaan partisipatif dalam penggalian potensi dan permasalahan secara
visual serta praktik pada perencanaan pembangunan Desa Tonrong. Hasil yang
diperoleh adalah metode Tranmsect merupakan hal yang baru dan tidak dikenal oleh
masyarakat desa dalam sebuah perencanaan pembangunan. Pelibatan warga sekolah dan
sekitar sekolah juga perlu dilakukan dalam pembangunan Kawasan Zona Selamat
Sekolah (ZoSS) untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas korban
kecelakaan (Sugiyanto dkk., 2015) (Sugiyanto dkk., 2016).

Peran pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan participatory planning dalam
pembangunan banyak menjadi konsentrasi dari riset-riset yang pernah dilakukan.
Metode yang akan digunakan yaitu berdasarkan Participatory Rural Appraisal (Chambers
dan Sukoco, 1996). Participatory rural appraisal adalah suatu pendekatan yang
memungkinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengenalan,
identifikasi, dan menganalisis kebutuhan untuk komunitasnya sendiri (Mustanir dan
Yasin, 1996) dengan pasti apa yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya dengan metode
Participatory rural appraisal masyarakat terlatih untuk mampu mengenali kondisi mereka
sendiri sehingga mampu membuat rencana tindak ke depan untuk komunitasnya.
Tingkatan partisipasi masyarakat ini akan tercapai apabila pengorganisasian masyarakat
mengarah ke tahapan pembebasan diri sampai kepada tingkat partisipasi mandiri (self-
mobilisation). Teknik pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan pengabdian tematik
Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Pogalan adalah pendidikan,
pendampingan yang dilengkapi dengan teknik belajar sambil bekerja (learning by doing).

Kegiatan pengabdian tematik Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa
Pogalan dilaksanakan pada Bulan April-Oktober 2024 yang diprioritaskan dan berbasis
pada pengembangan pedesaan (rural based development) melalui pemberdayaan
masyarakat desa. Pengabdian tematik SDGs Desa ini berkonsentrasi untuk mengetahui
bagaimana pengaruh pelibatan masyarakat desa terhadap proses dan jalannya
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pembangunan di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah. Dengan demikian dapat diidentifikasi kondisi sebelum dan sesudah
dilakukannya pelibatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan participatory
planning di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Identifikasi
terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat di
dalam pembangunan pedesaan (rural based development) perlu dilakukan (Sugiyanto dkk.,
2022). Warga masyarakat Desa Pogalan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan
Farticipatory Rural Appraisal dan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok
terpumpun serta penyusunan program pembangunan desa dan anggaran yang
dibutuhkan. Dokumentasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok
terpumpun dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi ditunjukkan pada Gambar

2 dan Gambar 3 berikut ini.
l\; " -"' M\
e

: F s :
Gambar 2. Kegiatan Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terpumpun di Desa
Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang

Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Tim Pengabdi Pada Acara Focus Group Discussion di
Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan berbasis perdesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi
perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antar wilayah. Melalui kegiatan pengabdian tematik
Sustainable Development Goals (SDGs) Desa diprioritaskan dan berbasis pada
pengembangan pedesaan (rural based development) melalui pemberdayaan masyarakat
desa. Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui metode participatory planning
menjadi pilihan untuk terciptanya kondisi yang diinginkan untuk desa ke depan.
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